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ABSTRACT

This was a case studies research dome by using qualitative approach. This research was done in
Kabupaten Dayeuhkolot specifically targeting Desa Cangkuang Welan, Desa Citeureup, and Desa
Pasawahan. The problem faced by the families of those who got a Termination of Employment was that they
cannot meet their minimum basic needs because the companies have not paid their severance. To overcome
these problems, they are forced to borrow some money from relatives, friends and neighbors. Potentials
owned by the victims of the termination of employment is that most of them still in their productive age and
have the skills that allow for them to find new jobs that match the skills they have. There are several
environment potency than can be used to overcome the problems faced by the victims of termination of
employment some of them are the availability of various types of companies that allow for them to apply for
a job. In addition Kabupaten Dayeuhkolot residents who are predominantly Muslim is a potential source if
it can be resusticated to carry out their responsibility to pay zakat and/alms managed through Rumah Zakat.
It is very possible considering the kinship system in this area is very close and interwoven relationship
befween citizens fairly intensively through existed social organizations or associations of local government.
The local government is commited enough to solve this problem, of which, Office of Industry and the
Department of Manpower and Transmigration has conducted skills training to victims of termination of
employmentand trying to distribute them to work in companies thet exist in this area. Besides, there are
thoughts of the District government to implement empowerment programs for the familes of those who got
a termination of employment in Dayeuhkolot.
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I. PENDAHULUAN

tekstil, dan otomotif. Buruh kontrak menjadi
sasaran utama PHK, ketimbong mereka yang

A. LATAR BELAKANG

Indonesia mengalami dua kali guncangan
ekonomi, yaitu krisis moneter pada akhir tahun
1997 dan krisis ekonomi global pada tahun
2008. Dampak dari krisis ekonomi global
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)
karena industri berbasis ekspor menderita oleh
menurunnya pesanan dori posar global yang
berujung pada menurunnya produktivitas
(Kompas,6/2-2009). Sebagian besar korban
PHK berada di Pulau Jawa. Mereka umumnya
bekerja sektor manufaktur, tekstil dan produk
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berstatus karyawan tetap. Berdasar Undang-
Undang Ketenagakerjoon , pesangon PHK
bagi buruh tetap bisa mencapai 32 kali gaiji.
Adapun terhadap buruh kontrak , pemakai josa
bisa memutuskan kontrak kerjo dengan
perusahaan pemasok buruh kontrak tanpa perlu
melapor ke Dinas Tenaga Kerjo setempat
(Kompas,18/3-2009).

Korban PHK berdasarkan data tim
Pemantauan Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Indusirial dan Jaminan Sosial Tenago
Kerja dan Transmigrasi sebanyak 37.905 buruh,
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dan sebanyak 16.329 buruh telah dirumahkan
karena pabrik tok lagi optimal berproduksi
(Kompas, 6/3-2009). Dari jumlah tersebut
Dings Tenaga Kerjo dan Tronsmigrasi Jowa
Barat Mustofa Djomaluddin menyatakan,
korban PHK isektor industri tekstii mencapai
18.000 orang dan sebanyak 5.000 orang teloh
dirumahkan. Dalom kaitannya dengan PHK
tersebut , Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (APl) Ernovian G.lsmy mengatakan,
dari sisi order, industri tekstil diperkirakan hanya
bisa bertahan sampai Mei atau Juni. Pemasaran
jiangka panjang sudah sulit. Pola pemasaran
berubah dari btﬂun, triwulan, otau semester, dan
tidoak ada yang untuk setahun. Pengusaha
berupaya memperhatikan fingkat utilitas 70-80
persen. Apabila daya beli semakin sulit dan
utilitas preduksi anjlok logi menjadi 50 persen ,
industri tekstil terpaksa mengambil pilihan
terakhir, yaitu pemutusan hubungan kerja.

Korban PHK poda umumnya tidak
mempunyai modal usaha untuk membuka
usaha baru, karena perusahaan tempat mereka
bekerjo membayar pesangon dengan cara
mencicil, dan untuk mecari pekerjoan baru tidak
mudah, disamping terbatasnya keterampilan
yang mereka miliki, juga faktor umur ikut
berpengaruh terhadap penerimaan tenaga
kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadop
kondisi sosial — ekonomi keluarga, terutama
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar
manusia, seperti : sandang; pangon; papan;
pendidikan anak; dan kesehatan. Mereka
{keluarga terkena PHK) ini termasuk kategori
kemiskinan sementara (tronsient poverty).
Apabilo kemiskinan sementara tidok segero
ditangani dapat menjadi kemiskinan kronis
(chronic poverfy). Baik kemiskinan kronis
maupun kemiskinan sementara adalah
termasuk sasaran program Pemberdayaan Fakir
Miskin (lihat : Depsos RI,2005:18).

Korban PHK, disamping termasuk sasaran
Program Pemberdayaan Fokir Miskin, juga
termasuk sasaran Progrom Pemberdoyaan
Peran Keluargo , khususnya keluarga
bermasalah sosial — ekonomi akibat adanyo
perubohan peran secara mendadak, misalnya
kematian, kehilangon sumber mata
pencaharian, sclah sotu anggota keluarga
yang dipenjarakan, perceraion ofou perpischan
(Depsos RI, 2003:15).

Sehubungan dengan hal itu sebagai
langkah awal daloam keitonnya dengan

(Al Hanifah den Suyenba)

pelayanan sosial yang komprehensif perlu
didukung dengan data dan informasi tentang
kondisi sosial-ekonomi keluarga pasca PHK
dan potensi lingkungan serta komitmen
pemerintah doerah dolem penanganan
masalah sosial-ekonomi keluarga korban PHK.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang
telah dikemukakan di atas, maka rumusan
masalah yang di ajukan adalah : “Bagaimana
kondisi sosial-ekonomi keluarga pasca
pemutusan hubungan kerja?”. Dari rumusan
masalah tersebut dijobarkan dalam beberapa
pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik permasalahan
dan potensi keluarga yang terkena PHK 2

2. Apa sajo potensi lingkungan yang dapat
dipergunakan untuk penanganan masalah
PHK 2

3. Bagaimana komitmen pemerintah daerah
dalam penanganan masalah sosial-
ekonomi keluarga pasca PHK 2

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas,
maka tujuan penelitian ini odalah :

1. Teridentifikasinya karokteristik permasa-
lohan dan potensi keluargo yang terkena
PHK;

2. Teridenfikasinya potensi lingkungan yang
dapot dipergunakan untuk penanganan
masalah sosial-ekonomi  yong dihadapi
korban PHE;

3. Teridenfikasinya komitmen pemerintah
doerch dalam penanganon masalah
sosial-ekonomi  keluargo korban PHK.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan
menggunakan pendekatan deskripfif — kualitatif.
Teknik pengumpulan date menggunakan :
wawancaora; observasi; studi dokumentasi; dan
Focus Group Discussion (FGD). Wawancorg
dilakukan terhadap keluarga korban PHK dan
instansi seltoral, antara loin - Dinas Sosial; Dinos
Tenaga Kerjo dan Transmigrasi; Dinas
Perindustrian; Peruschaon/ Industri Tekstil.
Observosi dilokukan uniuk melihat kondisi sosial
— ekonomi keluarga korban PHK dan potensi
lingkungan sekitar tempat tinggal keluorgo
korban PHK fersebut. Studi dokumentasi berupa
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data sekunder diperoleh dari mempelajari buku
atau laporan tentang wilayah penelitian , seperti
Kabupaten Bandung Dalom Angka ( dari BPS)
dan profil kecamaton dan desa yang menjadi
sasaran penelitian. Focus Group Discussion
(FGD) dilokukan dengan tokoh masyarakat
formal don informal di di desa tempat domisili
sebogion besar keluarga korban PHEK.

Penelition ini dilokukan di Provinsi Jawa
Barat — Kebupaten Bandung- Kecamatan
Dayeuhkelot. Pada kecamatan ini diambil dua
desa dan sotu kelurahan sebagai sasaran
penelitian ini, yaitu : Desa Cangkuang Wetan;
Desa Citeureup; dan Kelurahan Pasawahan.

Il. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan tingkat kerentanan
kemiskinan, maka masolah kemisikinan dapat
dibagi menjodi dua kotegori (lihat Depsos,
2005 :18), yaitu : pertama, kemiskinan kronis
(chronic poverty) adaloh kemiskinan yang
berlangsung dalem jangka waktu yang lama,
turun temurun, otou disebut jugo sebagai
kemiskinan struktural. Penyandang Masalah
Kesejohteraan Sosial (PMKS) yang
dikategoriken sebagai Fakir Miskin termasuk
kategori kemiskinan kronis, yamg membutuhkan
penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu
secara lintas sekior dan berkelanjutan. Kedua,
kemiskinan sementara (fruncient poverty) adalah
kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya
pendapatan dan kesejohteraan anggota
masyarakat secara sementaro sebagai akibat
dari perubahan kondisi normal menjedi kondisi
kritis, bencana alam dan bencana sosial ,
seperti korban konflik sosial , korban gempa
bumi , korbon pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius
dopat menjadi kemiskinan kronis.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999)
ada beberapa pola kemiskinan yang patut
dicatat, yaitu : Pertama, dari pola waokiunya,
kemiskinan di suatu doerah dapat digolongkan
sebogai persistent poverly, kemiskinan yang
telah kronis otau furun-temurun. Daerch seperti
iU pada umumnya merupakan daerah-daerah
«rifis sumber doya alamnya, atau daerahnya
serisolasi. Pola kedua, adalah cyclical poverty,
yoiu kemiskinon yang mengikuti pola siklus
ekonomi secara keseluruhon. Pola ketiga
adoloh seosional poverly , yaitu kemiskinan
ussmon seperti sering di jumpai pada kasus-

kasus neloyan dan petani tanamen pangan.

Pola keempat adaloh accidental poverty, yaitu

kemiskinan karena terjadinya bencana alam

atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu

Eung menyebabkan menurunnya tingkat
esejohteraan suatu masyarakat.

Mencermati pola-pola kemiskinan yang
telah di kemukakan di atos, berarti pemutusan
hubungan kerja (PHK) merupakan suatu
kebijakan yong berdampak terhadap
menurunnya tingkat kesejahteraan para korban
PHK, berarti mereka ini bila dilihat dari sisi pola
kemiskinan termasuk golongan accidental pov-
erly. Permutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut
Undang-Undang MNamor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenogakerjoon, adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkon berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pada
kenyatoannya pemutusan hubungan kerja
pada umumnya tidak langsung diberi pesangon
sekaligus, fetopi dicicil dan realisasinya sering
terlombat sehingga pada kondisi demikian para
korban PHK termasuk dalam kategori
kemiskinan sementara.

Masalah kemiskinan pada dasarnyo
bukan sojo berurusan dengan persoalan
ekonomi semata, tetapi bersifat multidimen-
sional yang dalam kenyatoonnyo jugo
berurusan dengan persoalan-persoalan non-
ekonomi (sosio ,bucF: , dan politik). Karena
sifot multidimensionalnya tersebut, maka
kemiskinan tidak honyo berurusan dengan
kesejahteraan materi, tapi juga berurusan
dengan kesejohteraan sosial. Lebih lanjut
Gunawan Sumodiningrat mengemukakan ada
beberapo dimensi yang menyertai kemiskinan,
yaitu : Pertama, yong paling jelos adalah
bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi atou
material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai
kebutuhan dasar manusia yang sifatnya mate-
rial, seperti pangan , sandang, dan perumahan.
Kedua, kemiskinan berdimensi sosial dan
budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat
dipergunakan untuk memahami dimensi ini ,
sehingga ukurannya sangat kualitatif. Lapisan
yang secara ekonomis miskin akan membentuk
kantong-kantong kebudoyaon yang disebut
budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan ini
dapat ditujukkan dengan terlembaganya nilai-
nilai seperti : apatis; apolitis; fotalistik;
ketidakberdayaan; dan lain sebagainya.
Ketiga, kemiskinan berdimensi strukiural otau
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politik, artinya orang yong mengalami
kemiskinan ekonomi pada hakikatnya karena
mengaolomi kemiskinan struktural dan politis.
Kemiskinan ini terjodi karena orang miskin
sersebut fidek memiliki sarana untuk teribat
dalam proses politik don tidak memiliki kekuatan
politik, sehingga menduduki struktur sosial yang
paling bnwcﬁn

Suharto (2005) mengutip pendapat Ellis
(1984) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan
menyangkut aspek sekonomi , politik, dan sosial
psikologis. Secara ekonomi kemiskinan dapat
didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya
yang dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan meningkatkan
kesejahteraan sekelompok orang. Secara
politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat
akses ferhadap kekuasaan (power). Kekuasaan
dalom pengertion ini mencokup tatanan sistem
politik yang dapat menentukan kemampuan
sekeiampok orang dalam menjangkau dan

gunukun sumber doya. Kemiskinan secora

al-psikologis menunjuk pada kekurangan
|ﬂnngun dan struktur sosial yong mendukung
dalom mendapatkan kesempatan-kesempatan
peningkatan produktivitas.

Dimensi —dimensi kemiskinan ini podao
hakikatnya merupokaon refleksi bohwa
kebutuhan manusia tidak hanya bersifat
ekonomi semgata. Unfuk itu, progrom
pengentasan kemiskinan seyogyonya juga fidak
hanya memprioritaskan ekonomi, tetapi juga
memperhatikon dimensi yang loin. Sehubungon
dengan hal itu, penelitian ini ingin mengetahui
kondisi sosial ekonomi keluargo korbon PHK
dengan haropan agar data dan informasi yang
diperoleh dapat digunckan sebagai sumban
saran bagi unit ferkeit Kementrian Sosial untu
menyusun program penanggulongon
kemiskinan sementara (francient poverly) agar
tidak menjadi kemiskinan kronis (chronic pov-
ery). Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi
sosial ekonomi keluarga korban PHK perly
diuraikan tentang apa yang dimaksudkan
dengan keluarga dan bagaimana fungsinya.

Keluarge dalom pengerfian Antropologi
adalah satu jenis kelompok kekerabatan atau
kingroup. Antara anggota keluarga terjalin
hubungan kekerabatan (kinship). Dalam
kehidupan ftradisional pedesgan Indonesia,
masyarakaot desa di umpamakan sebagai
sebuch kelompok kekerobatan sebagai
keluarga besar (Marzali, 2005:169).Lebih lanjut

{Abw Htifih dan Suyanta)

dikemukakan dengan pengertian tersebut
muncul pertanyaan : Apakah infi dari hubungan
kekerabatan 2 Apaokah esensi dari hubungan
kekerobatan tersebut 2 Intinya, adalah hukum
Eeﬁemﬂnun atau prinsip solidaritas, atau nilai

eksetickawonan. Hukum pertemanan, prinsip
solidaritas, saling bantu membantu, saling
merasakan sebagai inti dari hubungan
kekeluargaan. Dari sini kita ingot akan nilai
cultural shared povery. Makna dari shared pov-
erfy adalah solidaritas kelompok kekerabatan,
yaitu berot sama dipikul ringan soma  dijinjing.
Dalam nilai shared poverty ini tersimpan
pemikiran bohwa meskipun orang desa pada
umumnya miskin, fetapi zdulﬂﬂ kewajiban
setiop warga unfuk menolong mereka yang
lebih sengsoro.

Berbeda halnyo dengan kehidupan
mosyorakat perkoloon, bohwa shared poverty
yang berdasarkan solidaritas kelompok
kekerabatan semakin berkurang dibandingkan
dengon kehidupon masyarckat pedesaan.
Bentuk-bentuk keluarga di perkotaan lebih
banyok delam bentuk keluarga inti di
bandingkan dengan bentuk keluarga yang di
perluas (extended fomily). Keluarga inti terdiri
dari suami, isteri dan anok-angk mereka
{Goode, 2007 : 90). Istilah keluorga inti dalom
ilmu Aniropologi di sebut dengan keluarga
batih , soma dan umpih. Keluarga inti atau
keluarga batih di Megara-negara Barat disebut
dengan istilah nuclear family. Beberape
keluarga infi, biasanya terdiri dari tiga atau
empat kelompok hidup bersama dan terikat
dalom keluarga besar, disebut dengan istilah
extended family.

Orang tua berkewajiban untuk pertama
kali mensosialisir anok-anak mereka, tapi
dengan demikian pula mempertahankan kontrol
sosial atas mereka meninggalkan rumah
(Goode, 2007:1368). Lebih lanjut William
J.Goode menyatakan bohwa sosialisasi proses
yong harus dilalui menusio mudo untuk
memperoleh nilai-nilai pengetahuan mengenai
kelompoknya dan belojar mengengi peran
sosialnya yong cocok dengan kedudukan
sosialnya di situ. Kontrol sosial terhadep anak-
anak sangat penting agor dolom evolusinya
lebih tergantung kepado kebudoyean dan
bukan atas naluri atau insting. Dalam arti
masyarckat dan kebudayaannya menjodi
tergantung pado efektivitas sosialisasi yaitu
sejouhmana sang anak mempelajari nilai-nilai,
sikap dan tingkah laku masyarakat dan
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keluarga. Oleh karena itu, masyarakat harus
membentuk atau menuntun unit yang
meneruskan nilai-nilai kepoda generasi
berikutnya.

Sulistiati dalam artikelnya yang berjudul
“Pemberdayoan Sosial Keluarga” yang dimuat
dalam Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial :
Konsepsi dan Strategi, menyatakan bahwa
keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat
terdiri dari ayah, ibu dan unuk—ﬂnulz serta
kerabot lainnya merupakan suatu sistem. Lebih
lanjut Sulistiati mengutip pendapat Goode
(1991) mengartikan keluarga sebagai suatu
unsur dalam struktur sosial dimana setiop

anggotanya terikat dalam jaringan kewaijiban
dan hak.

Keberfungsiaan keluarga sebagai suatu
sistem untuk dopat terwujud di masyarakat
tergantung pada berbagai fakior. Saloh satunye
adalah kemampuan kerjasoma para
anggotanya untuk melcksanakan fungsi-fungsi
keluarga antara lain : fungsi biclogi; ekonomi;
sosialisasi; dan perlindungan.

Fungsi biologi, dalam kehidupannya,
manusia memiliki berbagai kebutuhan . Salah
satunya yang cukup vital adalah kebutuhan
biologi anggota keluarga. Diantara kebutuhan
biologi ialah kebutuhan akan keterlindungan fisik
guna melangsungkan kehidupannya,
keterlindungon kesehatan, keterlindungan dari
rasa lapar, hous, kedinginan, kepanasan,
kelelahan, bahken juga kenyamanan don
kesegaran fisik. Termasuk juga kebutuhan
biclogi ialoh kebutuhan seksual antara suami
dan isteri.

Fungsi ekonomi, meliputi pencarian
natkah, perencanaan serta pembelanjoan don
pemanfaatannya. Pada dasarnya suamilah
sebogai pemimpin rumah tangga mengambil
tanggung jowab ofas kesejohteraan keluarga,
termasuk pencarian naotkah keluarga. Akan
tetapi fidak berarti bahwa isteri tidak dibenarkan
turut berupaya menggali sumber penghasilan.

Fungsi sosialisasi, adaloh suotu proses
yang harus dilalui manusio untuk memperoleh
nilgi-nilci dan pengetahuan mengenai
kelompoknya dan belojar mengenai peran
sosiainya yang cocok dengﬂn kedudukﬂnnyu
Selonjuinys dikemukakan bahwa keluarga
mamilici peranan yang cukup besar dalam
proses sosiclisosi nilai, norma yang bersifat
melastonban maupun melahirkan

pembaharuan-pembaharuan.

Fungsi perlindungan, bahwa keluarga
menjaga dan memelihara anak serta anggoto
keluarga lainnya dari tindakan negatif yang
mungkin timbul baik dari dalom maupun dari
luar keluarga. Fungsi ini sebenarnya berkaitan
dengon fungsi pendidikan. Dengan
memberikan pendidikan kepode anak dan
anggota keluarga lainnya berarii memberi
perlindungan secara mental dan moral,
disamping perlidungan secara fisik.

I1l. HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI
PEMELITIAN

Lokasi penelitian berada di wilayah
Kecamatan Dayeuhkolot- Kabupaten Bandung.
Ibukota Kecamatan Dayeuhkolot berjarak 15
km dari pusat Kota Kabupaten Bandung dan
23 Km dari Kota Provinsi Jawa Barat. Wilayah
Kecamotan Dayeuhkolot terdiri dari 5 (lima)
desa dan 1 {satu) kelurahan, dengan jumlah
penduduk sebanyak 94.751 jiwa, yang terdiri
dori 46.681 jiwa laki-laki dan 48.060 jiwa
perempuan.

Luas wiloyah Kecamaion Dayeuhkolot
kurang lebih 985.148,50 Ha, dengan rincian :
(1} tanch sawoh 108 Ha; (2) tanch ke:rinﬁ
974.500 Ha, terdiri atas 484.250 Ha uniu
pekarangan/bongunan/emplascement, dan
tegolan atau kebun seluas 471.750 Ha; (3}
tanah basah seluas 41,50 Ha (balong,
empang, don kolam); (4) fasilitas umum seluas
10.500 Ha; (5) lapangan olah raga 3.250 Hg;
{6) jolur hijou 2.000 Ha; dan (7) selebihnya
untuk taran rekreasi dan kuburan.

Gombaran di atas menunjukkan bahwa
Kecamatan Dayeuhkolot pada mulanya
termasuk doerah agraris atau pertanian ( padi,
jogung, sayuran dan sebagainya). Namun
mulai tahun 1947 di wilayah ini berdiri industri
pertama kali, yaitu Pabrik Tekstil Patal Banjaran.
Kehadiran pabrik tekstil ini, kemudian disusul
pula munculnya beberapa ﬁﬂbr’lk lain, seperti
Adetek yang berdiri pada tahun 1972. Dengon
berkembangnya berbagai industri di wilayah ini
sudah barang tentu membaowa dampak
terhadap lingkungan alam yang tadinya
merupakan wiloyah pertanian berubah menjaai
kowasan industri. Hel ini juge membowo
dompak terhadop motie penccharian
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penduduk yang tadinya bekerja di sektor
pertanian beruboh menjadi pekerjo di sektor
industri. Berlambahnya jumlah industri, sudah
barang fenfu membutuhkan jumlah tenago kerja
yang semakin banyck. Hal itu menjadi doyo
tarik bagi pendatang untuk bekerjo di
Kecamaton Dayeuhkolot baik sebagai
karyawan industi moupun membuko usaha
dagang don fransportasi. -

Berdasarkan dota yong diperoleh dari
monografi Kecomaotan Dayeuhkolot, jumlah
peruschaan/uscha yang ada di daeerah ini
adalah sebogai berikut : (1) industri, sebanyak
654 buch, dengan rincian industri besar don
sedang = 67 buch; indusiri kecil = 126 buah;
usaha rumehiangge = 461 buah; (2) Rumah
makan/Warung makan = 109 buah; (3}
Perdagangan = 2064 buch; dan (4) Jasa
angkuton = 246 buah.

Poda umumnya, penduduk yang finggal
di wilayah Kecomaion Dayeuhkolot masih
terikat sofu soma loin cleh toli kekerabatan,
Mereka berasal deri safu keturunan dan finggal
dalom wiloyah yong sama dalam bentuk
keluarga luos. Mereka memiliki hubungan sosial
yang intensif don soling mengenal. Hubungan
sosicl mosyarokot di Kecomaion Dayeuhkolot
ini idok hanyo didosarkan pada iketan
kekernbaton, merska pun memiliki hubungan
sosiol dengon warge loin yang bukan kercbot
sendiri. Hol tersebe? biso berbentuk hubungon
sesomo jesongga dalom kehidupon sehari-hari
atou dolom berbogoi kegicion orgonisosi sosial
E:ngucia. Esdasi sosiol yong odo, aniora
in PKX_ BPD. Kelompok Arisan, Mailis Toklim,
Serikot Pekerjc Nosional [(5PN), don Korong
Toruno. Melolui orgonisesi sosial mereko
menyolurkon berbogai kepenfingan bersome
don berpariisiposi dalom pembangunan
kesejchteroon sosial.

B. DESKRIPSI DATA DAN INFORMASI

Responden penelition ini berumich 30
orong para korban PHK dori indusin teksSl
yang ada di wiloych Kecamaton Doyeuhkolor.
Dari 30 reponden penelifion ini dikeiohui honya
8 orang perempuan don sebonyck 27 crong
laki-laki. Mereka berumur onfore 26 sompoi
dengan 44 tohun, dengon rincion : {1} vmur
antara 26 sampai 30 fohun sebonyok 5 orong
atau 16,66 persen; (2) umur aniore 30 sompoi
34 tahun sebanyak 11 orang otou 36,66
persen; (3) umur antara 34 sompai 38 fahun

{Abu Henifah do Suyantn)

sebanyak 4 orang atau 13,33 persen; (4) umur
antara 38 sampai 42 tahun sebanyak 5 orang
atau 16,66 persen; dan (5) umur antarg 42
sampai 46 tahun sebanyak 5 orang atau 16,66
persen.

Mengenai pendidikan responden:
sebanyak 17 orong atau 56, 67 persen tamat
SLTP; sebanyak 11 orang oiou 36, 67 persen
tamat SLTA; dan masing - masing 1 orang afou
3,33 persen tamat SD don Sarjana .

Pekerjoan mereka sebelum di PHK,
sebagian besar ( 73,33 persen) adalah opera-
tor dan sisanya bekerja di begian gudang, sopir,

ngawas, maintanen, dan mekanik. Setelah
mereka PHK, sebanyok 53,33 persen belum
mendopat pekerjoan baru dan pesangon
mereka belum di bayar, dalom orti mereka tidak
memiliki penghasilan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga sehari-hari. Sebanyak
46,66 persen atau 14 responden menyatakan
bahwa mereka setelah PHK sudah memiliki
pekerjoan lagi. Mereka yang sudah mendapat
pekerjaan, sebanyck 6 responden menyotakan
mereka bekerjo sebagai pekerjo serabutan.
Sebanyak 3 responden kembali bekerja di
perusahaon dengan sistem kontrak an harus
diperboharui setiop bulan karena kondisi
perusahaan yang pailit dan sewaktu-waktu
dopat diberhentikan. Sisanya masing-masing
1 (safu) responden menyatakan bekerja sebagai
guru privat, dagang, dan ikut dalam organisasi
erikat  Pekerjo Naosional [SPN). Penghasilan
yang mereka terima jouh Iebiﬁ kecil
dibandingkan dengan penghasilan atau gaiji
mereka sebelum PHK.

Sebagion besar (90 persen) responden
menvatakan mempunyai tanggungan sebonyak
3 sampai 5 orang. Honya 2 responden
menyaiakan mempunyai tanggungan 5 sampai
7 oreng dan 1 responden menyatakan
mempunyai 1 sompaoi 3 fanggungan.

Sebagian besar {73,33 persen} responden
berosol dori Bondung. Sedangkan sisanya
sebanyok masing-masing 2 responden
menyotokon beroscl dori Majolengka dan
Bonvumas. Masing-masing sebanyak 1
responden menyaickan berasal dari : Subang;
Josikmalove; Kebumen; dan Gorut.

Dota don informasi di otos merupakan
hosil wowoncaro terhadap responden korban
PHK_ Adopun hasil wawacara dengan instansi
sekioral dan industri teksfil , dopat dikemukakan
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bohwa Dinas Perindustrion dan Dinas Tenaga
Kerjo Dan Transmigrasi Kabupaoten Bandung
telah meloksanakan pelatihan keterampilan
terhadap para PHK dan mereka akan disalurkan
kepada perusahoan — perusahaoan yang
membutuhkan sesuai dengan keterampilan yang
mereka miliki. Sedangkan menurut informasi
dari pihak indusiri mereka terpaksa di PHE,
karena pesanan terhadap produk tekstil dari luar
negeri semakin menurun berdampak terhadap
menurunnya produktivitas industri, sehingga
jalan keluar yang diambil adalah menurunicn
jumlah tenoga kerja yang adao. Apabila kondisi
perekar:(omiun normal kembali, terutama bagi
tenaga kerja yang di rumahkan akan dipanggil
kembali untuk bekerja. A

Disamping wawancara dengan para
korban PHK dan instansi sektoral, diadakan pula
Focus Group Discussion (FGD) di Desa
Cangkuang Wetan pada hari Minggu tanggal
6 September 2009. Peserta FGD adalah tokoh
masyarakat baik formal maupun informal
termasuk pejobat dari Kantor Comat
Dayeuhkolot. Hasil FGD menyatakan dampak
yang ditimbulkan dengan adanya PHK antara
lain : (1) menurunnya kualitos pendidikan
sampai drop out ; (2) menurunnya kesehatan
masyarakat; (3) timbulnya berbagai penyakit
masyarakat  (stress, jantung yaong
mengokibatkan meningkatnya angka
kematian); (4) memacu angka kriminalitos; (5)
menurunnya tingkat kesejohteraan para korban
PHK; (6) timbulnya kekerasan dalam rumah
tangga ; dan (7) memacu angka perceraian.
Apabila kondisi ini berlangsung loma akan
berdampak pado masalah sosial lainnyg,
seperti kenokolan remaija , stress sebagoi akibat
tekanan psikologis, larinya isteri dari rumah
dengan dalih mencari kerjo di tempat lain.
Solusi untuk meredam dampak yang
ditimbulkan oleh PHK, antara lain : (1)
memberikan keterampilan uscha sesuai dengan
wuntutan pasar; (2) memberikan stimulan modal;
{3) memberikan arahan, pembingan secaro
continue; (4] memberikan pengetahuan
manajemen usaha; (5) melokukan pengawasan
ferhodaop perkembangan usaha yang dilakukan
; 16) memberikan bantuon khusus untuk
menunjong pendidikan dan kesehatan keluarga
koebon PHK; (7 adanya perhatian pemerintah
gunc membantu meringankan beban
gesyoroko? dengon menciptakan program
sseoen konprehensit dari bahan boku sompai

pemasaran hasil; dan (8) dapat pula
digerakkan potensi yang ada di masyarakat
yang penduduknya mayoritos agoma lslam
dengan mengelola zakat harta melalui Rumah
Zakat.

C. ANALISIS

Berdasarkan gambaran umum lokasi
penelition dan deskripsi dota dan informasi yang
teloh dikemukaokan di atas, maka dapat di
analisis mengenai : (1) karakteristik
permasalohan dan potensi keluarga korban
PHK; (2) potensi lingkungan yang dopat
dipergunakan untuk penanganan masalah
sosial — ekonomi yang dihadapi keluarga
korban PHK; dan (3) komitmen pemerintah
daeroh dalam penanganan masalah sosial —
ekonomi keluargo korban PHE.

1.  Karakteristik Permasalahan dan Potensi
Keluarga Korban PHK

Pada umumnya para pekerio di sektor
industri tekstil yang terkena pemutusan hubungan
kerjo (PHK) sebagai akibat munculnya krisis
ekonomi global odalch para pekerja yang
berusia relatif masih muda antara umur 26
sampai dengan 46 tahun dan lebih dari
separuhnya berusia antara 26 tahun sampai 34
tahun dengan masa kerja relatif baru. Mereka
poda umumnya belum mempunyai tabungon,
sehingga dengan terjadinya PHK mereka
dihadapkan pada permasalahan ekonomi
urtuk memenuhi kebutuhan dasar minimum,
seperti makan, pokaion, pendidikan anak,
kesehatan don sebagainya. Dalam kondisi
pengangguran dan uang pesangon serfa dana
asuransi belum diberikan ocleh pihak
perusahaan, untuk mengatasi kebutuhan pokok
sehari- hari , mereka mencari pinjoman kepada
famili, teman, don tetangga.

Kondisi demikian menunjukkan gejala
menurunnya pendapatan dan kesejohteraan
keluarga secara sementara yang biasa disebut
dengan kemiskinan sementara (francient poverty)
sebogoi akibot dari perubahan kondisi normal
menjadi kondisi kritis. Apabila dilihat dari sisi
pola kemiskinan, berarti kemiskinan sementara
ini dapat pula digolongkan sebagai kemiskinan
accidental poverly, yaitu kemiskinan sebagai
dompak dari suatu kebijokan tertentu (PHK)
yang menyebabkan menurunnye tingkat
kesejohteraan keluargo keorban pemutusan
hubungan kerja.
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Hasil pengamatan terhadap kondisi
tempat tinggol para keluarga kerban PHK
menunjukkon bahwa mereka menempati rumah
sederhana dengan fasilitas relatif terbaios. Hal
ini mencerminkan bohwa keluarga kerban PHK
termasuk kategori keluarga miskin.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang
dilakukan terhadap fokoh masyarckat, baik
formal maupun informal di Desa Cangkuang
Wetan pada Hari Minggu Tonggal 6 Septem-
ber 2009 mengemukakan apabila kondisi sosial
— ekonomi keluargo koban PHK tidok segera
ditanggulang ckaon berdempak pada masaloh
sosial lainnya, seperti terjadinya kekerasan
dalom rumah tangga (KDRT) yong dilokukan
oleh suami terhadap isteri atau dilakukan oleh
orang tua terhadop anak-anak mereka.lni
mencerminkan suotu keluarga yang tidok
harmoni atau disharmonisasi keluarga. Kondisi
keluargo yang demikion akan memicu
munculnya permasalahan sosial lainnya, seperti
kenakalan remaja, stress sebagai akibat
tekanan psikologis, isteri keluar dari rumah
dengan dalih mencari kerja di tempat lain,
meningkatnya angka percergian, menurunnya
kualitas kesehatan masyarakat, menurunnya
kualitas pendidikan sampai drop out (DO, dan
lain sebagainya.

Mengenai potensi yang dimiliki pekerja
yang terkena PHK , yaitu mereka pada
umumnye masih berusia muda dan mempunyai
keterampilan sehinggo dopat meloksanakan
pekerioan di sektor lain. Sebanyak 46,66 persen
dari mereka yang terkena PHK, telch mendapat
pekerjaan baru, antara lain : buruh lepas;
mengajar privat; dagang; serabutan; dan
beternak. Penghasilon mereka sekarang
dibandingkan dengon penghasilen mereka
sebelum di PHK jauh berbeda atau lebih kecil
d?c:h ]gufi mereka sebagai karyowan indusiri
teksii

2. Potensi Lingkungon

Kecamatan Dayeuhkolot pada mulanya
termasuk daerah agraris, kemudion menjadi
daerah industri. Jumlah perusahaan/usaha yang
ada di daerah ini adalah sebagai berikut : (1)
Industri , sebanyak 654 buch dengan rincion
, industri besar sebanyck 67 buch, indusiri
kecil sebanyak 126 buah, don indusri rumah
tangga sebanyok 206 buah; (2) Rumah
Makan/Warung Makan sebanyak 109
buah; (3) Perdagangan sebanyak 206 buch

(Abs Harifah dan Suyania)

; dan (4) Angkutan sebanyak 246 buah.

Peruschoan otau jenis usaho yang di
kemukakan di atas, merupakan fasilitas berupa
peluang bagi para kerban PHK untuk bekerjo
di sektor lain sesuai dengan keterampilan yunﬂ
mereka miliki. Disamping potensi yang fela
dikemukakan tersebut, sebagai upaya untuk
mengatasi permasalohan sosial — ekonomi
yong di hodapi keluarga korban PHK, dapat
jvga digerakkan potensi yang ada di
masyarakat yang mayoritas penduduknya
beragama lslam dengan mengelolo zakat harta
melalui Rumah Zakat.

Potensi lain yang dapat dikemukakan
bahwa pada umumnya penduduk yang tinggal
di wilaych Kecamatan Dayeuhkolot terikat satu
soma loinnya oleh tali kekerabatan. Mereko
berasal dari satu keturunan dan tinggol dalam
wilayah yong soma dalom bentuk keluarga
luas {exdended family). Orang yang hidup dalom
suafu komunitas seperti ini bigsanya memiliki
hubungan sosial yong intensif dan saling kenal
satu sama loinnyo. Hubungon sosial masyarakat
kelurahan/desa di wilayoh Kecamatan
Doyeuhkolot tidok honyo didasarkan pado
ikatan kekerobatan, fapi mereka menjalin
hubungaon delom kehidupan sehari-hari atau
dalom berbagei kegiafan organisasi sosial otau
organisasi kemasyarakatan yang ada di mana
mereko tinggal. Organisasi sosial/
kemasyarckatan tersebut merupakan suatu
wadoh bagi para warga dalam menyalurkan
kepentingan bersamao dengan beberapo
warga loinnya. Ada beberapa organisasi sosial
yong dapat di jumpai di wikayoh Kecamatan
Dayeuvhkolot, antara lain yaitu : PKK; BPD;
Korong Taruna; Serikat Pekerja Masional (SPN).
Disamping itv tidak kaloh pentingnya dalam
kehidupan masyorokat adanya berbagai
perkumpulan, seperii Kelompck Arisan,
pengajian dan gotong- royong atau tolong
menalong.

3. Komitmen Pemerintah Doerah

Komitmen pemerintah daerah untuk
menangani permasalchan sosial — ekonomi
keluarga korban PHK, nompaknya cukup
memberi harapan uniuk meningkatkan kualitas
hidup para keluarga korban PHK. Hasil
wawancara terhadap Instansi Dinas Perindustrian
dan Dinas Tenaga Kerja dan Tronsmigrasi
Kabupaten Bandung menyatakan bahwa
mereka membantu para korban PHK dengan

251



el Prasictaan dov Pengembangan Kesefehieram Sostal, Vol 15, No. 03, 2010 ; 244 - 253

cara memberi pelatihan keterampilan, don
kemudian menyalurkan mereka ke perusahaan-
peruschoan yang membutuhkan tenaga kerja
sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

Begitu pulo halnya dengan pemerintah
daerah, khususnya Kecamatan Dayeuhkolot
dalam FKG mengemukakan solusi untuk
meredam dampak yang ditimbulkan PHK di
Kecamatan Daoyeuhkolot — Kabupaten
Bandung, yaitu : (o) memberikan keterampilan
usaha sesuai dengan tuntan pasar dan
kemampuan; (b} memberikan stimulant modal;
(c) memberikan archan, pembinaon secara
continue; (d} memberikon pengetahuan
manajemen usahg; (&) melakukan pengowasan
terhadap perkembangan uscha yang
dilakukan; (f} memberikan bantuan khusus untuk
menunjuang pendidikan dan kesehatan
masyarckat korban PHK; dan (g) adanya
perhation pemerintah guna membantu
meringankan beban masyarakat dengan
menciptakan program secara konprehensif dari
bahan boku sampai pemasaran hasil.

Semoga program yang telah
dikemukakan dapat dilaksonakan dengan baik
don berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga korban PHK, sehingga keluarga
korban PHK dapat melaksanakan fungsi sosial
setidaknya kembali kepada kondisi keluargo
sebelum mereka terkena PHK.

IV. KESIMPULAN SARAN

A. Kesipumpulan

Permasalahan yang dihodapi keluarga
korban PHK, terutoma masalah ekonomi yang
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari. Kondisi ini kalau terjadi dalam waktu
yang relatif lamo okan berdampak kepada
pemasalchan sosial lainnya, seperti terjadinya
tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
kenakalan remaja, terhambatnya pendidikan
anak stau drop out (DO), meningkatnya angko
kriminalitas, meningkotnya angka percercian,
menurunnya kesehatan masyarakat, dan lain
sebagainyo.

Potensi yang terdopat pada pekerja yang
terkena PHK, yaitu : mereka poda umumnya
masih dalam usia produkﬁFl,J don memiliki
keterampilan, sehingga masih mempunyai
peluang untuk bekerjo di sektor lain sesuai
dengan keterampilan yang mereka miliki.

Potensi lingkungan untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapi oleh para
keluarga korban PHK sebenarnya cukup
tersedia, hal mana mereka dopot bekerja di
peruschaan-peruschaan lain yang jumlahnya
cukup banyok di Kecamatan Dayeuhkolot.
Disamping itu potensi lainya adalah penduduk
yang maoyoritas agama Islam dihimbau untuk
meloksanakan kewajbannya membaoyar zakat
mal/harta melalui Rumah Zakat yang dikelolo
dengan baik.

Komitmen pemerintah doerah terhadap
permasalahan sosial — ekonomi yong dihadapi
oleh keluarga kerbon PHK dipandang cukup
memadai, namun masih perlu ditingkatkan
dengan cara memberi pe;atihan keterampilan
disertai dukungan dana untuk mereka membuka
usaoha secara mandiri.

B. Saran

1. Disarankan kepada unit terkait Kementrian
Sosial untuk melaksanakan progam
pemberdayaan keluarga kerban PHK
untuk mencegoh kemiskinan sementara
(trancient poverly) menjadi kemiskinan
kronis (chronic poverty).

2. Penanggulangan kemiskinan merupakan
kewajiban bersama antara pemerintah
Pusat, pemerintah daoerah dan
masyarakat. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka dalom melaksanakan pro-
gram pemberdayoan keluarga korban
PHK hendaknya terjalin kerja sama antara
Pemernitah Pusat dan Pemerintah Daerah.
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